WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang ~-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
bzarsama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati

Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 Oktober



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu)'tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 41350);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia | Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor ....... Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
...... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun - 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155); /‘\ ’{'



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan.si Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

[

Indonesia Nomor 6178);
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28.
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30.

31.
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Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

/x

Produk Hukum Daerah,;



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 7/PMK.07/2020
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2009 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B)
sebagaimana telah diubah déngan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah

/>

Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B);



39,

40.

41.

42.

43.

44,

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8 /B);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E);
Peraturari Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Dacrah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Baﬁgunan Perkotéan (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);



45.

46.

47.

48.

49.

50.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013
tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2018 Nomor S/D);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(I.embaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);

Peraturan Dacrah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 1/B);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Menetapkan :

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2021

2
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

18
2,

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelengara pemerintahan daerah yarig memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui

Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana
lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Yang
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-

Lain Pendapatan Yang Sah.

. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Daerah. Yang terdiri dari Belanja Modal, Belanja Operasi,

Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

. Pembiayaan adalah adalah transaksi keuangan atas semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran Dberikutnya. Yang terdiri dari Penerimaan

Pe mbiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

/
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Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah
Rp. 1.140.822.143.093,00 (satu trilyun seratus empat puluh
milyar delapan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh
tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian

sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.003.822.143.093,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.140.822.143.093,00

Defisit (Rp. 137.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 137.000.000.000,00

2. Pengeluaran Rp. ' 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 137.000.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan  Asli  Daerah  direncanakan sebesar
Rp. 1.003.822.143.093,00 (satu trilyun tiga milyar delapan
ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu
sembilan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah,;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 226.891.939.093,00 (dua ratus dua puluh enam
milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan

ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga

&

rupiah), yang terdiri atas :



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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a. Pajak Daerah;
Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.978.000.000,00
(tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh
delapan juta rupiah);
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.326.224.667,00
(enam belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua
ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh
tujuh rupiah);
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 15.092.455.426,00 (lima
belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima
puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 118.495.259.000,00 (seratus
delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima

juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 757.530.604.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh
milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan

[

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 692.146.911,00 (enam ratus sembilan puluh dua
milyar seratus empat enam juta sembilan ratus sebelas
ribu rupiah);

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 65.383.693.000,00 (enam puluh lima milyar tiga
ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan

puluh tiga ribu rupiah).
Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp. 19.399.600.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus

sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),

yang terdiri atas :

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.399.600.000,00

(sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh

sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar nihil.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

H

nihil.



- 14 -
Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 1.140.822.143.093,00 (satu trilyun seratus empat
puluh milyar delapan ratus dua puluh dua seratus empat puluh
tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja opersional,;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 939.9002.569.530,00 (sembilan ratus tiga puluh

sembilan milyar sembilan ratus dua juta lima ratus enam
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang
terdiri atas :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 470.574.802.581,00 (empat
ratus tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta
delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu
rupiah);

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.432.738.625.149,00
(empat ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat
puluh sembilan rupiah);

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc

,

direncanakan sebesar nihil;
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Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar nihil;

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 9.465.266.000,00 (sembilan milyar
empat ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.123.875.800,00 (dua

puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta delapan

ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 197.738.448.365,00,
(seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga
ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin;

b. Belanja modal gedung dan bangunan,;

c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

d. Belanja modal asct tctap lainnya; dan

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

(4)

(5)

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 51.481.287.388,00 (lima puluh satu milyar empat ratus
delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu
tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Belanja lmodal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 55.719.806.309,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus
sembilan belas juta delapan ratus enam ribu tiga ratus
sembilan rupiah);

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 88.824.356.300,00 (delapan puluh delapan milyar

delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh

enam ribu tiga ratus rupiah); ’9
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 1.712.998.368,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta
sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam

puluh delapan rupiah);

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.181.125.198,00),
(tiga milyar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh

lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar nihil, yang terdiri
atas :

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar nihil.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar nihil.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021

direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga
puluh tujuh milyar rupiah) yang terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

(4)

(9

(6)

(7)

dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar

Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar

rupiah), yang terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 137.000.000.000,00 (seratus tiga

puluh tujuh milyar rupiah);

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar nihil;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

scbesar nihil;

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar nihil;

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar nihil.

/
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Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar

nihil, yang terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan,;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah,;

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar nihil;

Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

() huruf b direncanakan sebesar nihil;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan

sebesar nihil;

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar nihil;

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar nihil;
Pasai 15

Selisih antar anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp. 109.412.497.997,00 (seratus sembilan milyar empat
ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 109.412.497.997,00 (seratus

sembilan milyar empat ratus dua belas juta empat ratus

sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh

iy

tujuh rupiah);
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- 10 -
Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengcluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun

Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih

dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

nieliputi :

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

g

Daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah Kota Madiun ini terdiri dari:

1.

10.

11.
12,

LampiranI Ringkasan APBD yang diklasifikasikan
menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah
Daecrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan
beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi  Belanja  Daerah  untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan

.

Investasi Daerah Lainnya,;
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13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lainnya, .

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun J amak (multy
years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang
Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

opersional pelaksanaan APBD.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal
WALIKOTA MADIUN,

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

RUSDIYANTO
Pembina Utama Madya

NIP. 19671213 199503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
NOMOR



